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A. Latar Belakang 
Kemerdekaan dalam usaha pembinaan suatu hukum itu dalam jangka panjang 
hanya dapat diatasi dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem 
pendidikan hukum sedemikian rupa, peran hukum tentu sangat diperlukan demi 
menyikapi segala kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Kemudian Penulis 
mengutip salah satu pernyataan bahwa“Existing rules and prinsiples can give us 
our present location, our bearings, our latitude and longitude. The inn the shelters 
for the night is not the journey’s end. The law, like the traveler, must be ready for 
tomorrow. It must have a principle of growth, (Aturan - aturan dan asas - asas 
yang ada, dapat memberi kita lokasi sekarang, tanggungan - tanggungan kita, 
lintang dan bujur kita. Penginapan yang memberi tempat berteduh semalaman 
bukanlah akhir perjalanan. Hukum seperti pejalan, harus siap untuk esok hari. Ia 
harus mempunyai prinsip pertumbuhan).”1  
Pendapat Benjamin Nathan Cardozo diatas yang dikutip oleh Achmad Ali 
tersebut, merefklesikan kita, bahwa kedudukan hukum sebagai cita - cita maupun 
harapan seluruh masyarakat harus mampu menyelesaikan seluruh urusan dan 
kebutuhan masyarakatnya, dan sesungguhnya hukumlah yang memimpin dalam 
                                                   
      1 Achmad Ali, 2015. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Un dang - Undang (Legisprudence). Jakarta. 
Prenamedia Group. Hlm. 448 
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penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip “the Rule of Law, and not of 
Man”.2 Salah satu unsur perlindungan hukum yakni adanya lembaga peradilan. 
Peran Pengadilan sebagai sebuah lembaga penentu keadilan selain harus 
mempertimbangkan kemanfaatan hasil dari sebuah putusan seperti yang dikatakan 
oleh Holmes bahwa The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing 
more pretentious, are what I mean by the law (yang dianggap sebagai hukum 
adalah ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan didalam 
kenyataannya, dan tidak ada yang lebih penting daripada itu)3, juga substansi 
putusan tersebut sebagai landasan dan hukum yang harus dilaksanakan, baik 
putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai Court Of 
Law maupun Mahkamah Agung atau MA sebagai Court Of Justice. Namun tidak 
dapat dipungkiri masih adanya keraguan bagi kalangan ahli hukum dari segi 
kelembagaan MA dalam menguji perundang - undangan di bawah Undang - 
Undang terhadap Undang - Undang.  
Apabila dilihat dari segi sejarah, yakni pada tanggal 15 Juli 1945, dalam 
sidang BPUPKI, sesungguhnya M. Yamin telah mengusulkan agar dibentuk suatu 
lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bertugas sebagai lembaga 
yang membanding4Selanjutnya Soepomo, menolak usulan agar kekuasaan 
                                                   
      2 Ni'matul Huda, 2007. Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta. Hlm. 
62 
      3 Azhary, 1995. Negara Hukum Indonesia - Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur - 
Unsurnya. Jakarta. UI Press. Hlm. 41 
      4 Kata “membanding” yang dipergunakan oleh M. Yamin, sama maknanya dengan pengertian 
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kehakiman diberi wewenang untuk mengawasi pembuat undang - undang. Apakah 
suatu undang - undang bertentangan dengan UUD atau tidak bukan soal yuridis 
tetapi soal politis dan dapat menimbulkan konflik yang tidak baik bagi negara 
Indonesia. Soepomo juga mempertimbangkan bahwa para ahli hukum Indonesia 
pada waktu itu sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan 
pengujian UU terhadap UUD. Oleh karena itu, persoalan tersebut belum waktunya 
dibicarakan bagi negara muda seperti Indonesia yang baru merdeka.5Hingga pada 
perubahan ke-empat UUD NRI 1945 mencullah lembaga MK pada amandemen 
ke-empat tahun 2002. Kemudian, pada tahun 2003 MK telah resmi dibentuk dan 
menjalankan kewenangannya secara kelembagaan. 
Kemudian, salah satu ahli hukum yang turut berkomentar karena adanya 2 
(dua) lembaga peradilan yang menguji suatu produk hukum, dalam tulisannya 
Jimly Ashidiqqie menyebutkan bahwa pembagian tugas di bidang pengujian 
peraturan (judicial review) atas peraturan perundang - undangan antara MA dan 
MK sama sekali tidak ideal, karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan 
yang saling bertentangan antara MK dan MA. Kedepan memang harus dipikirkan 
kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah 
kewenangan MK.6 Sehingga tepat ketika menyatukan Pengujian Perundang - 
                                                                                                                                           
“toetsing” atau “review” atau “menguji” 
      5 Sekretariat Negara RI, Materi Pokok Pendidikan Pancasila, Jakarta, 1993. Hlm. 305-306 
      6 Jimly Ashidiqqie, 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Diterbitkan 




Undangan di MK dengan pembaharuan - pembaharuan pada proses Pengujian 
Perundang - Undangan.  
Selain itu ada empat alasan yang menyebabkan pemisahan pengujian 
peraturan tersebut menjadi tidak ideal. Pertama, pemberian kewenangan 
pengujian (judicial review) materi undang-undang terhadap undang-undang dasar 
kepada MK yang baru dibentuk mengesankan bahwa hanya sebagian tambahan 
perumusan terhadap materi UUD secara mudah dan tambal sulam, seakan - akan 
konsepsi hak uji materiil peraturan yang ada di tangan MA tidak turut 
berpengaruh dengan hak uji yang diberikan kepada MK. Perumusan demikian 
terkesan kurang didasarkan atas pendalaman konseptual berkenaan dengan 
konsepsi uji itu sendiri secara komprehensif. Kedua, pemisahan kewenangan itu 
masuk akal untuk dilakukan jika sistem kekuasaan dianut masih didasarkan atas 
prinsip pembagian kekuasaan dan bukan prinsip kekuasaan yang mengutamakan 
check and balances sebagaimana yang dianut oleh UUD 1945 sebelum 
mengalami perubahan yang pertama dan kedua, UUD 1945 telah resmi dan tegas 
menganut prinsip pemisahan kekuasaan horizontal. Oleh karena itu, pemisahan 
antara materi undang - undang dan materi peraturan dibawah undang - undang 
tidak seharusnya dilakukan lagi. Ketiga, dalam praktik pelaksanaannya nanti, 
secara hipotesis dapat timbul pertentangan subtantif antara putusan MA dengan 
putusan MK. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian peraturan perundang - 
undangan dibawah konstitusi pertentangan subtantif antara putusan MA dengan 
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putusan MK. Oleh karena itu, sebaiknya sistem pengujian peraturan perundang - 
undangan dibawah konstitusi diintegrasikan saja di bawah MK. Dengan demikian, 
masing - masing Mahkamah dapat memfokuskan perhatian pada masalah yang 
berbeda. MA menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, 
sedangkan MK menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundang - 
undangan. Keempat, jika kewenangan pengujian materi peraturan di bawah UUD 
sepenuhnya diberikan kepada MK, tentu beban MA dapat dikurangi.7 berikut 
contoh adanya ketidakharmonisan putusan - putusan yang dikeluarkan oleh MA 
dan MK. 
Tabel 1: 
Putusan MA dan MK yang mengalami disharmonis 
 
No. Tahun Putusan MA Putusan MK 
1. 2018 Putusan MA Nomor 65 
P/HUM/2018. 
(Pemohon dalam hal ini 
Oesman Sapta melawan Ketua 
Komisi Pemilihan Umum). 
MA menyatakan (1 (satu) 
diantara 2 (dua) permohonan 
yang dikabulkan oleh MA): 
bahwa Ketentuan Pasal 60A 
Peraturan KPU Nomor 26 
Tahun 2018 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan KPU 
Nomor 14 Tahun 2018 Tentang 
Pencalonan Perseorangan 
Putusan MK No. 30/PUU-
XVI/2018 (dalam uji materi 
Pasal 182 huruf I Undang - 
Undang Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilu), MK 
menyatakan: 
(larangan anggota DPD 
merangkap jabatan sebagai 
anggota partai politik). 
                                                   
      7 Jimly Asshiddiqie, 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, 
Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. Hlm. 40 - 41. 
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Peserta Pemilu anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, tetap 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat dan berlaku umum 
sepanjang tidak diberlakukan 
surut terhadap Peserta Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah Tahun 2019 yang telah 
mengikuti Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Tahun 2019 
berdasarkan Peraturan KPU 
Nomor 7 Tahun 2017. 
 
Penjelasan:   
Dalam hal ini pemohon yang 
merupakan Ketua DPD meminta 
agar pencalonan sebagai 
anggota dpd walaupun pemohon 
merupakan anggota partai 
politik dapat diterima sebagai 
anggota DPD dengan calon 
perseorangan. Putusan ini 
bertentangan dengan Putusan 
MK yang menyatakan bahwa 
anggota DPD dilarang 
merangkap jabatan sebagai 








SEMA No. 7 Tahun 2014, 
didalam surat edarannya 
dinyatakan bahwa selain 
ketentuan PK hanya 1 kali yang 
diatur dalam Pasal  268 ayat (3 ) 
Undang - Undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana yang dinyatakan 
tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat oleh MK. Juga diatur 
Putusan MK No. 34/PUU-
XI/2013, 
Mengabulkan permohonan 
pemohon (Antashari Azhar, 
S.H., M.H, Ida Laksmiwaty 
S.H, dan Ajeng Oktarifkaa 
Antasariputri) dalam Uji 
Materiil Pasal 268 ayat (3 ) 
Undang - Undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
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berkaitan PK dalam Undang - 
Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang kekuasaan kehakiman 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 
157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2) 
berbunyi: 
 
“Terhadap putusan peninjauan 
kembali tidak dapat dilakukan 
peninjauan kembali”. 
Dan, dalam Undang - Undang 
Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - 
Undang Nomor 5 Tahun 2004 
dan perubahan kedua dengan 
Undang - Undang Nomor 3 
Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1), 
berbunyi: 
“permohonan peninjauan 




Bahwa dalam SEMA ini, 
dinyatakan bahwa selain aturan 
mengenai PK yang dibatalkan 
oleh MK dan dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum 
mengikat yakni Pasal 268 ayat 
(3 ) Undang - Undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, MA 
mengeluarkan surat edaran 
Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
3209) bertentangan dengan 
Undang - Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
Dan, Pasal 268 ayat (3) 
Undang - Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
3209) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 
 
Penjelasan: 
Pasal 268 ayat (3 ) Undang - 
Undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, 
dinyatakan: 
“Permintaan peninjauan 
kembali atas suatu putusan 




bahwa berkaitan dengan PK 
tetap dilakukan 1 (Satu) kali 
sesuai dengan aturan mengenai 
pk selain Pasal 268 ayat (3 ) 
Undang - Undang Nomor 8 
tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, yakni 24 ayat (2)  
Undang - Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) 
Undang - Undang Nomor 5 
Tahun 2004 dan perubahan 
kedua dengan Undang - Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung. 
3.  2018 Perkara Nomor 46 P/HUM/2018 
dalam uji materiil Pasal 4 ayat 3 
Peraturan KPU (PKPU) Nomor 
26 Tahun 2018 tentang 
Pencalonan Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, Kabupaten dan 
Kota, dan uji materiil Pasal 6 
huruf j PKPU nomor 26 tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua 
atas PKPU Nomor 14 Tahun 
2018 Tentang Pencalonan 
Anggota DPD. Dalam 
putusannya, MA menyatakan 
berkaitan dengan larangan 
mantan narapidana kasus 
korupsi menjadi caleg 
beertentangan dengan Undang - 
Undang Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilu.  
 
Penjelasan:  
Bahwa putusan MA ini telah 
diputus sebelum selesainya MK 
Pasal 55 Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2004, 
dinyatakan bahwa : 
 
“ Pengujian Peraturan 
Perundang - Undangan di 
bawah undang - undang yang 
sedang dilakukan Mahkamah 
Agung dihentikan apabila 
undang - undang yang 
menjadi dasar pengujian 
peraturan tersebut sedang 
dalam proses pengujian 
Mahkamah Konstitusi sampai 




dalam menguji berkitan dengan 
mantan narapidana kembali 
mencalonkan diri menjadi calon 
legislatif. 
4.  2018 Putusan MA No. 15 
P/HUM/2009 menyatakan Pasal 
22 huruf c dan Pasal 23 ayat 1 
dan 3 Peraturan KPU No 15 
Tahun 2009 bertentangan 
dengan Pasal 205 ayat (4) uu 
pemilu legislatif.  
Pasal 22 huruf c, dinyatakan 
bahwa:  
 
”Apabila dalam perhitungan 
sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, Partai Politik yang 
bersangkutan masih memiliki 
sisa suara, maka sisa suara 
tersebut akan diperhitungkan 
dalam perhitungan kursi tahap 
berikutnya”. 
 
Pasal 23 ayat 1 dan 3 Peraturan 
KPU No. 15 Tahun 2009, 
dinyatakan bahwa: 
Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU 
No. 15 Tahun 2009: 
 
“Tahap Kedua penghitungan 
perolehan kursi Partai Politik 
peserta Anggota DPR di setiap 
daerah pemilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, 
dilakukan dengan:  
1. Menentukan kesetaraan 50 % 
(lima puluh perseratus) suara 
sah dari angka dari angka BPP, 
Putusan MK menyatakan 
bahwa Pasal 205 ayat (4) tidak 
bertentangan dengan Undang - 
Undang Dasar NRI 1945.  
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yaitu dengan cara mengalihkan 
angka 50 % (lima puluh 
perseratus) dengan angka BPP 
di setiap daerah pemilihan 
Anggota DPR sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
2. Apabila hasil perkalian 
tersebut menghasilkan angka 
pecahan, maka angka pecahan 
0,5  atau lebih dibulatkan ke 
atas dan angka pecahan dibawah 
0,5 dihapuskan. 
3. Membagikan sisa kursi pada 
setiap daerah pemilihan 
Anggota DPR kepada Partai 
Politik peserta Pemilu Anggota 
DPR, dengan ketentuan : 
  a. Apabila suara sah atau sisa 
suara partai politik peserta 
Pemilu Anggota DPR 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf d mencapai 
sekurang - kurangnya 50 % 
(lima puluh perseratus) dari 
angka BPP, maka Partai 
Politik tersebut diberikan 1 
(satu) kursi.  
b. Apabila suara sah atau sisa 
suara partai politik peserta 
Pemilu Anggota DPR 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf d tidak 
mencapai sekurangkurangnya 
50 % (lima puluh perseratus) 
dari angka BPP dan masih 
terdapat sisa kursi, maka :  





sisa suara yang akan 
diperhitungkan dalam 
penghitungan kursi Tahap 
Ketiga; dan  
2) Sisa suara partai politik 





Pasal 23 ayat (3) Peraturan KPU 
No. 15 Tahun 2009: 
 
“Apabila terdapat Partai Politik 
peserta Pemilu Anggota DPR 
yang memiliki suara sah atau 
sisa suara sama, maka untuk 
menetapkan Partai Politik yang 
berhak atas sisa kursi terakhir 
dilakukan dengan cara diundi 




Putusan MA tersebut, 
menyebabkan perhitungan kursi 
tahap kedua menggunakan 
semua suara parpol, bukan sisa 
suara dari tahap pertama. 
Akibatnya, parpol yang 
memiliki suara besar yang 
sudah mendapat kursi di tahap 
pertama kembali mendapat kursi 
di tahap kedua. Akibat lain dari 
putusan MA adalah tidak 
adanya kursi yang dihitung di 
tahap ketiga.  
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Sumber data : Diolah dari beberapa putusan MA dan MK. Diantaranya yakni 
Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018, Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018, 
SEMA No. 7 Tahun 2014. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, Perkara di MA 
Nomor 46 P/HUM/2018. Pasal 55 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, 
Putusan MA No. 15 P/HUM/2009. 
 
Dari tabel diatas dapat Penulis tarik kesimpulan, bahwa Pengujian Peraturan 
Perundang - Undangan yang didasarkan atas adanya dua kelembagaan (MA dan 
MK) dalam menguji peraturan perundang - undangan justru akan menimbulkan 
permasalahan, diantaranya muncul ketidakharmonisan antara putusan satu dengan 
yang lainnya, yang seharusnya saling berkesinambungan dan saling bertumpu. 
Mengutip pernyataan dari Komisi Hukum Nasional, bahwa ketidaktegasan dan 
integralnya visi serta konsepsi hukum yang akan dibangun dalam kerangka 
pembaharuan hukum di Indonesia. Selain itu, desain tersebut membuka ruang 
inkonsistensi putusan yang dikeluarkan antara MA dan MK. Hal itu disebabkan 
karena kedua lembaga dapat dipastikan memiliki tolak ukur yang berbeda tentang 
visi hukum.8 
Maka berdasarkan beberapa alasan yang telah Penulis jabarkan dalam latar 
belakang, Penulis hendak menganalisis sebuah gagasan untuk menyatukan proses 
judicial review hanya dilakukan oleh MK sebagai The Guardian of Constitution. 
Adapun judul yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah “REKONSTRUKSI 
PENGUJIAN PERUNDANG - UNDANGAN OLEH KEKUASAAN 
                                                   
      8 Komisi Hukum Nasional, “Kajian Terhadap Amandeme.n UUD 1945”, Bahan Panduan 
(Analisis Kuantitatif) Diskusi Kelompok Terarah “Pertemuan Ahli” Penelitian KHN RI Tahun 
2009, Jakarta, 18 - 19 November 2009, Hlm. 25 - 26 
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KEHAKIMAN DI INDONESIA (Analisa Faktor Kelemahan Pengujian 
Perundang - Undangan di Mahkamah Agung)” 
B. Rumusan Permasalahan 
Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting agar 
dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang 
dikehendaki. Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, adapun 
perumusan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Apa saja faktor penyebab lemahnya sistem pengujian peraturan perundang - 
undangan di Mahkamah Agung dan analisa perbandingan dengan pengujian 
yang berada di Mahkamah Konstitusi ? 
2. Bagaimana rekonstruksi sistem pengujian perundang-undangan yang terpadu 
terintegrasi satu atap di Mahkamah Konstitusi ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan 
dari penelitian hukum ini ialah: 
1.  Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menyebabkan lemahnya uji                                             
 materiil perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap
 undang-undang di Mahkamah Agung. 
2.  Untuk menemukan rekonstruksi sistem pengujian perundang - undangan yang 
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 berada di satu atap Mahkamah Konstitusi. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis  
Secara objektif, penelitian ini dapat memberikan dan meningkatkan 
wawasan dan ilmu pengetahuan terkait proses pengujian terhadap undang - 
undang atau bersinggungan dengan bidang hukum tata negara, yang 
keseluruhannya bersumber pada konstitusi. Di samping itu, manfaat 
penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas 
Akhir dan menyelesaikan studi Srata-1 di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. 
2. Bagi Pembentuk Undang-Undang Dasar NRI 1945 
   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan untuk membentuk 
regulasi yang bersukamakan semangat konstitusi. Sehingga dirubahnya 
UUD NRI 1945 dengan mampu menciptakan rekonstruksi terhadap 
pengujian peraturan perundang - undangan yang bersifat terpadu 
terintegrasi dan berada di satu atap Mahkamah Konstitusi. 
3. Bagi Masyarakat 
  Hasil peneltian ini diharapakan mampu menjadi literatur bagi 
masyarakat agar sadar berkaitan dengan mekanisme pengujian peraturan 




E. Kegunaan Peneltian  
 Penelitian ini bergunan untuk menemukan alasan-alasan perlunya untuk 
melakukan pengujian peraturan perundang - undangan yang dilakukan oleh satu 
atap yakni Mahkamah Konstitusi, dengan menemukan beberapa alasan 
kelemakhan pengujian perundang - undangan yang dilakukan oleh Mahkamah 
Agung sabagai court of law. 
 
F. Metode Penulisan 
  1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) model pendekatan yang terdiri atas 
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual 
(conceptual approach),9dan pendektan perbandingan hukum (comparative law).10 
Pertama, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), 
pendekatan ini diterapkan karena akan meneliti peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan obyek penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual 
approach), karena penelitian ini nantinya akan memunculkan gagasan baru. 
Pilihan pendekatan ini dilakukan karena orientasi hasil penelitian adalah untuk 
                                                   
      9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, 
Hlm. 93. 
      10http://dictionary.reference.com/translate/; Phill Habil Paul Grebe, Duden Rechtschreibung 
der deutchen sprache und der FremswOrter, Dudenverlag, Mannheim, Germany, 1961, Hlm. 
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memperoleh penyatuatapan pengujian perundang - undangan berada pada 
Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. 
Ketiga, menggunakan pendekatan perbandingan hukum (comparative law), 
pendekatan ini diterapkan karena akan melakukan perbandingan dengan negara 
lain. 
2. Jenis Bahan Hukum 
Bahan hukum penulisan hukum ini meliputi: 
a. Bahan Hukum Primer11meliputi meliputi: Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, Undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang - Undang Nomor 3 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 
a. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-
jurnal,  buku-buku, makalah, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun 
online  yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
                                                   
      11 Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
halaman. 116. Bambang mengemukakan bahwa bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang 
mengikat yang terdiri dari, 1). Norma atau kaidah dasar pembukaan UUD 1945. 2). Peraturan 
dasar  yaitu UUD 19Ketetapan-ketetapan MPR. 3). Peraturan perundang-undangan. 4). Bahan 
hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat. 5). Yurisprudensi. 5). Traktat. 7). Bahan 
hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan 




b. Bahan Hukum tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan  petunjuk 
atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi 
kepustakaan (library research). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai 
hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta  
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,12yakni penulisan yang didasari  
pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun 
secara komprehensif. 
4. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni 
pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam 
undang-undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukan dalam 
bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. 
Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara 
deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya 
dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. 
 
                                                   
      12 Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 
Bayumedia, Hlm. 392 
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G. Sistematika Penulisan  
 Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari 
sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
 Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 
 penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam 
 memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, 
 rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan 
 penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
 Dalam bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian 
 teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan 
 yang diperoleh oleh penulis, yakni berkaitan dengan tinjauan umum 
tentang negara hukum, tinjauan umum tentang pengujian perundangan- 
undangan, dan tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman. 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban terhadap 
permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni: Untuk 
mengetahui faktor kelemahan pengujian perundang-undangan dibawah 
undang-undang terhadap undang-undang dan memunculkan sebuah 
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reformulasi untuk merekonstruksi pengujian perundang-undangan berada 
pada satu atap Mahkamah Konstitusi. 
BAB IV : PENUTUP  
Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan 
suatu kesimpulan dari hasil penelitian hukum.  
